BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan maupun
perseorangan yang melakukan aktifitas penggalian pasir illegal sangat
merugikan kabupaten Garut karena nemimbulkan potensi bencana alam
Dampak adanya penggalian pasir illegal bagi masyarakat lokal dapat
menimbulkan dampak negatif untuk lingkungan disekitar Garut, karena
proses penggaliannya tidak memperhatikan kelestarian lingkungan,
pertambangan pasir secara illegal juga memberikan dampak negatif
terhadap lingkungan, yaitu adanya kerusakan ekologi bagi daerah sekitar,
adanya pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air,
kerusakan alam yang parah berpengaruh pada kelestarian lingkungan
sehingga potensi bencana alam yang tidak dapat diduga oleh masyarakat
sekitar sewaktu-waktu bisa terjadi, hal tersebut sudah jelas merugikan
baik bagi masyarakat maupun pihak pemerintah, adanya penebangan
hutan untuk kegiatan pertambangan liar, area bekas pertambangan
dibiarkan begitu saja, membahayakan bagi masyarakat sekitar, bahkan
dimungkinkan terjadi sengketa lahan pertambangan pasir illegal dengan
masyarakat sekitar, koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah

daerah kurang baik.

70



71

2. Bentuk penanggulangan terhadap lahan tambang berdasarkan UUPLH
mengenal dua jenis upaya penanggulangan yaitu upaya preventif
(pencegahan) dan represif (pemberantasan). Upaya pemerintah dalam
mencegah penambangan pasir illegal yaitu dengan adanya kebijakan
antara koordinasi antara lembaga pusat dengan lembaga daerah,
pengawasan terhadap lahan galian, pengawasan terhadap
pelaksanaan penggalian, pengawasan secara berkelanjutan mengenai
prosedur perusahaan yang melakukan praktek penggalian pasir,
sedangkan upaya pemberantasannya yaitu dengan adanya penerapan
sanksi administrasi berupa teguran, sampai pada sanksi denda dan
sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana penggalian pasir
illegal baik perorangan maupun koorporasi (perusahaan).

B. Saran

1. Penerapan Dampak Analisis Lingkungan harus lebih ditegaskan
kembali, mengingat kerusakan lingkungan akibat penggalian pasir
illegal di Kabupaten Garut sudah sangat mengkhawatirkan.

2. Agar upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penggalian
tambang pasir illegal termasuk harus lebih ditingkatkan kembali, bila
perlu adakan sosilaisasi dari badan pemerintah terkait kepada
masyarakat mengenai larangan, bahaya melakukan aktivitas
penambangan illegal, dan pengawasan prosedural dan fakta lapangan

terhadap perusahaan yang akan melakukan aktivitas penambangan.
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